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PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai teknis
pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

- Dasar Hukum Perturan Daerah ini : UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23
Tahun 2014; PP Nomor 9 Tahun 2026; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda
KBB Nomor 7 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan teknis pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2026, meliputi penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas,
komponen penghasilan yang menjadi dasar pemberian, besaran Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, CPNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Bupati dan
Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan Badan Layanan Umum
Daerah, serta pegawai non-ASN pada BLUD; ketentuan mengenai pengecualian
penerima; tata cara dan waktu pembayaran; pendanaan yang bersumber dari
APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang
mengetahuinya.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025
Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



